
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1327, 2019 KEMENDAGRI. Kode dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 72 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data 

wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa 

perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, 

kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, 

perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan 

desa atau sebutan lainnya, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang 

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

460); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG KODE DAN DATA 

WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1955), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Data wilayah administrasi pemerintahan merupakan 

data dasar yang memuat: 

a. nama wilayah; 

b. luas wilayah; dan 

c. jumlah penduduk.  

(2) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan nama wilayah administrasi 

pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, 

Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan luas wilayah darat daerah 

provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merujuk pada data kependudukan yang 

diterbitkan secara berkala per semester melalui 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Direktorat Jenderal  Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 
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2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 11 

(1) Pemutakhiran kode dan data wilayah daerah 

provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan 

dan Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sewaktu-waktu 

jika diperlukan. 

(2) Hasil pemutakhiran kode dan data wilayah 

administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. rekapitulasi kode dan data wilayah administrasi 

pemerintahan per provinsi seluruh Indonesia. 

b. rincian kode dan data wilayah administrasi 

pemerintahan per provinsi seluruh Indonesia. 

(3) Rekapitulasi dan rincian kode dan wilayah 

administrasi pemerintahan per provinsi seluruh 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

13. Ketentuan Pasal 12 dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Oktober 2019 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


